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ABSTRAK, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 
merupakan program pemerintah dalam upaya peningkatan perilaku higienis dan pelayanan 
sanitasi. Realitas dilapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang melakukan Buang Air 
Besar Sembarangan (BABS) dengan kondisi sanitasi yang minim. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana implementasi Program PAMSIMAS di Kabupaten Lahat Studi Kasus 
Peningkatan Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi. Metode penelitian dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif yang bersifat deskripsi dan menggunakan desain studi kasus. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
Berbasis Lingkungan (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan 
Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal 
ini terlihat dari sejauhmana aspek-aspek 

 dan  dapat menimbulkan perubahan-perubahan sebagaimana 
yang diharapkan oleh program yaitu peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

Kata kunci: implementasi, PAMSIMAS, perilaku higienis, pelayanan sanitasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara 
berkembang memiliki tantangan besar dalam 
menghadapi masalah di bidang perilaku 
higienis dan pelayanan sanitasi. Di beberapa 
daerah di Indonesia masih terdapat 
masyarakat dengan kondisi sanitasi yang 
minim. Masih dijumpai masyarakat yang 
membuang hajatnya di sungai, kebun 
ataupun di pekarangan rumah karena tidak 
mempunyai saluran pembuangan khusus 
untuk pembuangan air limbah rumah tangga 

maupun air buangan dari kamar mandi Riset 
kesehatan dasar nasional (Riskesdas), 2013 
menunjukkan secara nasional persentase 
rumah tangga yang menggunakan fasilitas 
tempat buang air besar (BAB) sendiri 
sebanyak 76,2 persen, milik bersama 
sebanyak 6,7 persen, umum 4,2 persen dan 
buang air besar (BAB) sembarangan sebanyak 
12,9 persen. Sebanyak 46,7 persen 
pembuangan air limbah rumah tangga 
dibuang langsung ke got, tanpa 
penampungan 17,2 persen, menggunakan 
penampungan terbuka dipekarangan 
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sebanyak 13,2 persen, penampungan diluar 
pekarangan 7,4 persen, hanya 15,5 persen 
yang menggunakan penampungan tertutup 
dipekarangan dilengkapi saluran pembuangan 
air limbah (SPAL). Persentase penanganan 
sampah sebanyak 50,1 persen sampah 
ditangani dengan cara dibakar, hanya 24,9 
persen yang diangkut petugas, 3,9 persen 
ditimbun dalam tanah, 0,9 persen dibuat 
kompos sedangkan 10,4 persen dibuang ke 
kali/parit/laut dan 9,7 persen dibuang 
sembarangan (Riskesdas, 2013). Kondisi 
buruknya sanitasi ini berdampak terhadap 
tingginya angka kejadian diare di Indonesia. 
Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia 
tahun 2013 perkiraan jumlah kasus diare 
difasilitas kesehatan sebesar 5.078.830 dan 
yang ditangani sebesar 3.902.993 kasus atau 
sebesar 87,46 persen. Jumlah kejadian luar 
biasa (KLB) diare pada tahun 2013 sebesar 
646 kasus dengan jumlah angka kematian 
pada kasus luar biasa diare sebesar 1,08 
persen (Profil Kesehatan Indonesia, 2012). 
Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia 
melakukan berbagai kebijakan yang terdiri 
atas kebijakan yang bersifat normatif maupun 
operasional. 

Program Penyediaan Air Minum dan 
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 
merupakan program pemerintah Indonesia 
(pusat dan daerah) dengan dukungan Bank 
Dunia dalam rangka meningkatkan 
penyediaan air minum dan sanitasi serta 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
terutama dalam menurunkan penyakit diare 
dan penyakit lain yang ditularkan melalui air 
dan lingkungan. Program Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(PAMSIMAS) termasuk dalam salah satu 
program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan 
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan. 
Berdasarkan rekapitulasi capaian komponen 
peningkatan perilaku higienis dan pelayanan 
sanitasi Program PAMSIMAS Tahap II di 
Kabupaten Lahat mengindikasikan adanya 
permasalahan dalam tahap implementasi 
program komponen peningkatan perilaku 
higienis dan pelayanan sanitasi di beberapa 
desa di Kabupaten Lahat. Hal ini terindikasi 
dengan banyaknya jumlah desa penerima 
program tahun 2013 dan 2014 yang 
persentase dusun stop buang air besar 
sembarangan tetap pada level nol persen 
sampai dengan bulan agustus 2015, begitu 

juga dengan persentase dusun adopsi cuci 
tangan pakai sabun, masih banyak yang nol 
persen.

Terjadinya kesalahan dalam 
penyampaian substansi program 
mengindikasikan adanya permasalahan 
komunikasi dalam pola interaksi antara 
implementor dan kelompok sasaran. 
Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat 
dalam musyawarah desa terutama dari 
keterwakilan wanita mengindikasikan adanya 
masalah dalam partisipasi masyarakat. Latar 
belakang pendidikan pengurus Kelompok 
keswadayaan masyarakat yang tidak sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya 
mengindikasikan permasalahan dalam 
ketersediaan   sumberdaya  manusia     serta  
kondisi perekonomian masyarakat penerima 
program yang berasal dari golongan 
menengah kebawah mengindikasikan adanya 
masalah dari faktor lingkungan.

Rumusan Masalah

Rumusan  masalah  utama  dalam 
penelitian ini adalah bagaimana implementasi 
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahap II di 
Kabupaten Lahat studi kasus peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi? 
Permasalahan ini dijabarkan dengan beberapa 
pertanyaan penelitian khusus, antara lain :

1. Bagaimana pola interaksi antara 
implementor dan kelompok sasaran 
dalam upaya penyampaian substansi 
Program PAMSIMAS, komponen 
peningkatan perilaku higienis dan 
pelayanan sanitasi?.

2. Bagaimana respon masyarakat 
(kelompok sasaran) dalam pelaksanaan 
komponen peningkatan perilaku higienis 
dan pelayanan sanitasi Program 
PAMSIMAS?.

3. Bagaimana  ketersediaan  sumberdaya 
manusia dalam implementasi Program 
PAMSIMAS komponen peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi?.

4. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi, 
budaya dan dukungan pemerintah dalam 
implementasi Program PAMSIMAS 
komponen peningkatan perilaku higienis 
dan pelayanan sanitasi?.
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Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk 
mendeskripsikan sedalam mungkin 
implementasi Program PAMSIMAS Tahap II di 
Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan 
Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi 
melalui pendekatan teori dan konseptual 
dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola interaksi antara 
implementor dan kelompok sasaran dalam 
upaya penyampaian substansi Program 
PAMSIMAS, komponen peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

1. Untuk mengetahui respon masyarakat 
(kelompok sasaran) dalam pelaksanaan 
komponen peningkatan perilaku higienis 
dan pelayanansanitasi Program 
PAMSIMAS.

2. Untuk mengetahui ketersediaan 
sumberdaya manusia dalam implementasi 
Program PAMSIMAS komponen 
peningkatan perilaku higienis dan 
pelayanan sanitasi.

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor 
ekonomi, budaya dan dukungan 
pemerintah dalam implementasi Program 
PAMSIMAS komponen peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan ilmu 
Multi disipliner karena melibatkan banyak 
disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, dan 
ekonomi. Menurut Thomas Dye (dalam 
Subarsono, 2005:2) kebijakan publik adalah 
apapun yang dipilih pemerintah untuk 
dilakukan atau tidakdilakukan (    

Menurut Thomas R. Dye terdapat tiga 
elemen kebijakan yang membentuk sistem 
kebijakan. Dye menggambarkan ketiga 
elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan 
publik/ , pelaku kebijakan/

, dan lingkungan kebijakan/

Menurut Richard Rose di dalam 
Winarno (2008:17) menyatakan bahwa 
Kebijakan sebaiknya  dipahami sebagai 
serangkaian kegiatan yang sedikit banyak 

berhubungan dengan konsekuensinya bagi 
mereka yang bersangkutan daripada sebagai 
suatu keputusan tersendiri. Kebijakan public 
menurut Eystone dalam Wahab (2012:13) 
adalah sebagai “  

Sedangkan menurut Wilson kebijakan publik 
adalah: “  

 

( )”.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan 
salah satu tahapan penting dalam siklus 
kebijakan publik. Implementasi merupakan 
tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan 
secara maksimal dan dapat mencapai tujuan 
kebijakan itu sendiri. Suatu program harus 
diimplementasikan agar mempunyai dampak 
dan tujuan yang diinginkan (Winarno. 2012). 
Menurut Winarno (2012) yang mengutip 
pendapat Rifley dan Franklin (1982) bahwa 
implementasi adalah apa yang terjadi setelah 
undang-undang ditetapkan yang memberikan 
otoritas program, kebijakan, keuntungan 
(benefit), atau suatu jenis keluaran yang 
nyata (tangible output).

Beberapa pakar dan ahli yang 
menganut pendekatan  antara lain : 
Donald S Van Meter dan Carl E Van Horn 
(1975), Daniel A Mazmanian dan Paul A. 
Sabatier (1983), Merille S Grindle (1980), dan 
George C Edward III (1980). Menurut Edward 
III (1980: 9-10), terdapat empat faktor dalam 
implementasi kebijakan publik yaitu 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 
struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut 
beroperasi atau bergerak secara simultan dan 
saling berinteraksi satu sama lain dimana 
keempat faktor tersebutdapat mendukung 
atau menghambat suatu implementasi 
kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn 
dalam Tachjan (2006:39) disebut sebagai 

 . 
Model ini menjelaskan bahwa kinerja 
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel 
bebas yang saling berkaitan, variabel- 
variabeltersebut yaitu : standar dan sasaran 
kebijakan, sumberdaya, karakteristik badan-
badan pelaksana, komunikasi antar organisasi 
dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap 
para pelaksana serta lingkungan social, 
ekonomi dan politik. Menurut Smith (1973) 
dalam Tachjan (2006), dalam proses 
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implementasi ada empat aspek yang perlu 
diperhatikan. Keempat aspek tersebut tidak 
berdiri sendiri melainkan merupakan suatu 
kesatuan yang saling mempengaruhi dan 
berinteraksi secara timbal balik, oleh karena 
tu terjadi ketegangan yang dapat 
menyebabkan perubahan. Keempat aspek 
dalam implementasi kebijakan publik tersebut 
adalah  , 

dan
.

Implementasi Peningkatan Perilaku 
Higienis dan Pelayanan Sanitasi

Program PAMSIMAS merupakan upaya 
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam 
meningkatkan perilaku higienis dan pelayanan 
sanitasi. Peningkatan perilaku dan layanan 
hidup bersih dan sehat merupakan komponen 
kedua dari Program PAMSIMAS. Berdasarkan 
Pedoman Umum Pelaksanaan Program 
PAMSIMAS Tingkat Masyarakat, 2012, 
komponen ini bertujuan untuk membantu 
masyarakat dalam pencegahan penyakit yang 
disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk 
dan air yang tidak bersih seperti diare melalui:

1. Perubahan perilaku menuju perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS).

2. Peningkatan akses sanitasi dasar.

Perubahan perilaku menuju perilaku 
higienis (perilaku hidup bersih dan sehat) 
adalah perilaku dasar yang dianjurkan kepada 
masyarakat untuk dapat mencapai status 
kesehatan yang lebih baik. Perubahan perilaku 
menuju perilaku higienis terlihat dengan 
tercapainya 5 (lima) pilar STBM yaitu: Stop 
Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), 
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan 
Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), 
dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga 
(PLRT). Peningkatan akses sanitasi dasar 
adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin 
terwujudnya kondisi yang memenuhi 
persyaratan kesehatan. Sanitasi dasar 
merupakan sarana sanitasi rumah tangga 
yang meliputi sarana buang air besar, sarana 
pengelolaan sampah dan limbah rumah 
tangga.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Fokus penelitian ini adalah 

mengenai Implementasi Program Penyediaan 
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat 
Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan 
Pelayanan Sanitas dilihat dari sejauhmana 
aspek-aspek  

dan
dapat menimbulkan perubahan-

perubahan sebagaimana yang diharapkan 
oleh program yaitu peningkatan perilaku
higienis dan pelayanan sanitasi. Pemilihan 
informan dilakukan secara dan

, yang terdiri dari pihak 
pemerintah daerah (Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lahat), pihak swasta (fasilitator 
masyarakat) dan masyarakat penerima 
program PAMSIMAS. Data dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi 
dan materi audio visual.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi program merupakan 
tahapan  terpenting  dalam  suatu  proses  
kebijakan. Masalah-masalah yang tidak 
terprediksi dalam konsep perumusan 
kebijakan seringkali timbul dalam 
implementasi kebijakan dilapangan. 
Permasalahan ini menjadi tantangan 
tersendiri bagi implementor dalam 
melaksanakan kebijakan. Proses implementasi 
program PAMSIMAS tahap II di kabupaten 
Lahat, studi kasus peningkatan perilaku 
higienis dan pelayanan sanitasi di Desa 
Lawang Agung Baru Kecamatan Muara 
Payang dan Desa Jajaran Baru Kecamatan 
Kikim Barat tidak lepas dari berbagai 
permasalahan yang terjadi dilapangan. 
Menurut pendapat Smith dalam Tachjan 
(2006:37-38), dalam implementasi kebijakan
ada empat aspek yang harus diperhatikan, 
keempat aspek tersebut tidak berdiri sendiri 
melainkan merupakan satu kesatuan yang 
saling mempengaruhi dan berinteraksi secara 
timbal balik. Keempat aspek tersebut antara 
lain  (kebijakan 
yangdiidealkan),   (kelompok 
sasaran),  
(organisasi pelaksana), dan 

(faktor lingkungan).

a. Pola Interaksi Ideal (  

merupakan pola-pola 
interaksi ideal yang telah didefinisikan dalam 
kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan 
(Smith dalam tachjan (2006:38)). Konteks 
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dalam penelitian ini mengarah 
pada pemahaman implementor dan target 
sasaran akan substansi kebijakan peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. 
Pemahaman akan substansi peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi 
program PAMSIMAS terkait dengan sejauh 
mana upaya penyampaian substansi program 
melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang 
dilakukan untuk implementor (fasilitator 
masyarakat dan sanitarian) kepada kelompok 
sasaran program (Kelompok Keswadayaan 
Masyarakat dan masyarakat penerima 
program). Sosialisasi penyampaian substansi 
program PAMSIMAS Tahap II di Kabupaten 
Lahat studi kasus peningkatan perilaku 
higienis dan pelayanan sanitasi yang telah 
dilaksanakan oleh tenaga fasilitator 
masyarakat kepada kelompok penerima belum 
optimal. Terjadi kesalahan informasi dalam 
penyampaian substansi program yang secara 
tidak langsung berdampak pada tingkat 
partisipasi target group (kelompok sasaran) 
sebagai penerima dan pelaksana progam. 
Kegiatan pelatihan telah meningkatkan  
pemahaman, pengetahuan dan keterampilan 
implementor tentang program. Hal ini 
menunjukkan secara umum implementasi 
program yang dianalisis pada aspek 

 pada kegiatan pelatihan bagi 
implementor program telah terlaksana, 
sedangkan untuk pemahaman implementor 
sendiri terhadap substansi program tidak 
hanya dipengaruhi oleh pelatihan yang telah 
didapat tetapi juga tergantung dari 
kemampuan implementor itu sendiri dalam 
menyerap berbagai materi yang telah 
diberikan.

b. Respon  (kelompok 
sasaran)

adalah sekelompok
orang/individu yang menjadi sasaran suatu 
kebijakan/program secara langsung yang 
diharapkan dapat mengadaptasi pola-pola 
interaksi sebagaimana yang telah dirumuskan 
oleh pembuat kebijakan. Pelaksanaan 
pendampingan pada tahap perencanaan 
program dimulai dari identifikasi masalah, 
pelaksanaan pemicuan sampai dengan proses 
membuat Rencana Kerja Masyarakat. 
Pendampingan pada tahap pelaksanaan 
program dilakukan dengan mengadakan 
pelatihan kepada Kelompok keswadayaan 
Masyarakat melalui pelatihan sambil bekerja 

(on the job training). Bentuk partisipasi warga 
tidak hanya dalam bentuk material (uang dan 
barang), tetapi juga dalam bentuk pemikiran 
dalam tahap perencanaan. 

Dalam pelaksanaan program secara 
umum hanya sebagian warga saja yang turut 
berpartisipasi, dimana sebagian besar dari 
keterwakilan laki-laki. Kesalahan dalam 
penyampaian sosialisasi awal substansi 
program serta ketidaksesuaian antara 
perencanaan   dan Keinginan masyarakat 
telah mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam implementasi program. 
Kemanfaatan program bagi setip desa dalam 
upaya peningkatan perilaku higienis dan 
pelayanan sanitasi berbeda untuk setiap desa. 
Hal ini selain disebabkan oleh faktor internal 

 itu sendiri seperti kurangnya
kesadaran untuk melakukan perilaku hidup 
bersih dan sehat juga disebabkan oleh faktor 
lingkungan, seperti factor ekonomi, sosial, 
budaya dan politik. Ketidaktersediaan air pada 
musim kemarau dimana debit air yang 
mengalir dari kran umum sangat kecil, bahkan 
ada kran umum yang mati telah menjadi 
penghambat implementasi peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

c.
(Organisasi Pelaksana)

             
(organisasi pelaksana) merupakan badan-
badan pelaksana atau unit- unit birokrasi 
pemerintah yang bertanggung jawab 
terhadap implementasi kebijakan (Tachjan, 
2006:37). Ada dua unsur di dalam 

, yaitu unsur 
pelaksana (implementor) yang bertugas 
melaksanakan program dan organisasi, yang 
merujuk kepada organisasi tempat 
implementor melaksanakan tugasnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 
kendala dalam bidang sumberdaya manusia, 
dimana sulit untuk mencari orang-orang yang 
memiliki latar belakang pendidikan yang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsiny serta 
adanya ketidakpuasan masyarakat dalam 
perencanaan penyediaan air bersih, 
dikarenakan masyarakat menghendaki air 
sampai kerumah-rumah warga,   sedangkan 
didalam program bersifat hanya mendekatkan 
akses air bersih bagi masyarakat menjadi 
penghambat implementasi Program 
PAMSIMAS komponen peningkatan perilaku 
higienis dan pelayanan sanitasi.
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d. (faktor
lingkungan)

(faktor
lingkungan) merupakan unsur-unsur yang ada 
di dalam lingkungan yang dapat 
mempengaruhi implementasi program. Faktor 
lingkungan yang dapat mempengaruhi 
implementasi promosi kegiatan peningkatan 
perilaku higienis dan pelayanan sanitasi 
program PAMSIMAS di Kabupaten lahat ini 
dapat berupa faktor ekonomi dan budaya 
serta dukungan dari pemerintah. Faktor 
ekonomi masyarakat yang rendah menjadikan 
salah satu kendala dalam mewujudkan 
keberhasilan implementasi perubahan 
perilaku hidup bersih dan sehat. Sulit untuk 
dapat mengubah budaya (kebiasaan) buang 
air besar sembarangan, butuh waktu yang 
lama. Peran serta pemerintah dalam 
implementasi program memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan perilaku higienis 
di Kabupaten Lahat. Dukungan Pemerintah 
berupa surat edaran dan fasilitasi bagi 
masyarakat serta pemberian Hibah Insentif 
Desa (HID) program PAMSIMAS bagi 
masyarakat yang telah berhasil menjalankan 
implementasi program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Program Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat 
Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan 
Pelayanan Sanitasi belum terimplementasi 
dengan baik. Kesimpulan ini dilihat dari :

1. Pola interaksi telah tersampaikan melalui 
kegiatan sosialisasi dan pelatihan Namun 
masih terdapat kesalahan dalam 
penyampaian substansi program pada 
sosialisasi awal di tingkat desa.

2. Masyarakat memberikan respon fositif 
terhadap pelaksanaan pendampingan 
dalam implementasi Program Penyediaan 
Air Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat (PAMSIMAS) Studi Kasus 
Peningkatan Perilaku Higienis Dan 
Pelayanan Sanitasi. Namun kesalahan 
dalam penyampaian sosialisasi awal 
substansi program serta ketidaksesuaian 
antara perencanaan dan keinginan 
masyarakat telah mempengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat dalam implementasi 
program.

3. Terdapat kendala dalam bidang 
sumberdaya manusia, dimana sulit untuk 
mencari orang-orang yang memiliki latar 
belakang pendidikan yang sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya serta adanya 
keinginan masyarakat yang tidak dapat 
terealisasi dalam implementasi program.

4. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah 
menjadikan salah satu kendala dalam 
mewujudkan keberhasilan implementasi 
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. 
Sulit untuk mengubah budaya (kebiasaan) 
buang air besar sembarangan yang selama 
ini telah dilakukan masyarakat, butuh 
waktu  yang lama.  Peran  pemerintah 
dalam implementasi program memberikan 
dampak positif terhadap peningkatan 
perilaku higienis di Kabupaten Lahat. 
Adanya Hibah Insentif Desa (HID) program 
PAMSIMAS menjadi salah satu motivasi 
bagi masyarakat untuk melakukan perilaku 
hidup bersih dan sehat.

Saran 

Saran Teoritis
Untuk lebih mengembangkan studi 

tentang kebijakan publik, khususnya yang 
berhubungan dengan Implementasi Program 
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat (PAMSIMAS) Tahap II di 
Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan 
Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi maka 
penulis mengharapkan adanya penelitan 
lanjutan terkait Efektifitas Program 
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat (PAMSIMAS) dalam Peningkatan 
Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi 
sehingga bermanfaat bagi pelaksana program 
yang terkait.

Saran Praktis
1. Dalam usaha meningkatkan kemampuan 

implementor, perlunya diadakan sosialisasi 
dan pelatihan sehingga kesalahan dalam 
dalam penyampaian substansi program 
dapat dihindari.

2. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat 
dengan melakukan pendekatan berupa  
himbauan  agar masyarakat mau 
berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

3. Perlu adanya perencanaan program yang 
benar-benar mengapresiasi keinginan 
masyarakat.

4. Proses pemilihan pengurus Kelompok 
Keswadayaan Masyarakat lebih selektif, 
diharapkan tugas yang diemban sesuai 
dengan keahlian yang dimiliki    
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pengurus        sehingga implementasi 
program dapat terlaksana dengan baik.

5. Adanya upaya dari pemerintah baik di 
tingkat pusat maupun daerah untuk 
memberikan dukungan terhadap 
pelaksanaan program Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis Lingkungan 
(PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat 
Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis 
dan Pelayanan Sanitasi dalam mengajak 
dan memberdayakan masyarakat yaitu 
dengan memberikan fasilitas untuk 
masyarakat maupun mengeluarkan surat 
edaran yang berkaitan dengan program 
kepada instansi yang terkait sehingga 
implementasi program dapat berjalan 
efektif.
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